
BUPATI BARITO SELITTAIT

PROVINSI I{ALIMANTAN TEI{GAII

PERATURAIT BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR E TAIIUN 2ol22

TENTAITG

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

nupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23

Tahun 2o2l tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan
protokol Kesehatan b*tr* Pencegahan dan Pengendalian

Wabah Penyakit Corona Vints Disease 2O19;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

undan[_undan[ Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

PerpanJangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimant*n11,"*b"ran Negara Republik Indonesia Tahun

f g5S Nomoi 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun t-gsg Nomor 72, Tambahan

temUaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang.UndangNomorlTTahun2oostentangKeuangan
ttegar;fl.embarL Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Noiror 4T , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Mengingat : 1.

2.
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OA7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2OOT Nomor 66, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AOg tentang Kesehatan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia
Nomor 5036);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Unciang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun
20i5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un<iang
Ncmor 23'Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Urrciang-Undang Nomor 6 Tahun 20i8 ientang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Feratui:an Pemerintah Nomor 2l Tahuit 2OOB teiitar:g
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (i-embaran
Neglra RLpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a828);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4.e?ol.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A1,9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan lembaral
Nega-ra R-epublik Indonesia- Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pem'bentukan Produk Hukum Daerah iBerita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O1B tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlB Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2A2A
ientang Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2A19
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2A Nomor 2+91;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi CoronaVints Disease 2019 (Couid
191 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2L Nomor
1'/ 2):

15. Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2O2A tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2AZA
iiiomor i,Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 1).

16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2O2A tentang
Peningkatan Disipiin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Carona
Vints Disease 2019:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAIiI BUPATI ''TEIIITANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2O2O TENTAI{G
PEI{ERAPAN DISIPLIN DAII PEIIIEGAI(AN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DA![
PENGENDALIAN CORONA I{TRUS DIS'DAS,E 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun
2A2A tentang Penerapan Disi.plin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
dalam Pencegahan dan Pengendahan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2A Nomor 23), diubah sebagai berikut :

i. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan i (satu) angka yakni angka 27, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penl,elenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4- Satuan Tugas Penanganan Corona Vints Disease (Couid-191 Kabupaten

Barito Selatan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Couid-L9
Kabupaten Barito Selatan adalah Satuan Tugas Penanganan Corona

Virus Disease (Cauid-l9) Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

5. Kepoiisian adalah Kepolisian Negara Republik Indcnesia selanjutny'a
disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort
Barito Selatan.

6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah
Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1012

Buntok.
7. Kejaksaaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Barito Selatan.
B. Perangkat Daerah adalah ,unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perw,akilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
ncrnerinfalner' rre?1 tr rncnierli kerVenangan daefah KabUpaten BafitO
Selatan.

9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya
d,isingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Ketrakaran Kabupaten Barito Selatan.

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Seiatan.
11.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito

Selatan.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat

BPRD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Barito Selatan.
instansi Penegakan Hukum adaiah Satuan Polisi Pamong Praja,
Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Corona Vints Disease 2A19 yang selanjutnya disingkat Couid-l9 adalal:.

peny-akit infeksi saluran pernafasan akibat dari seuere Acute Respiratory
Sgrudrome Vints Corona 2 (SARS-CoV-2! yang telah menjadi pandemi
gl obai berdasa:^kan penetapan d.an l,4lorld H e alth Org anizatio* {V!HO) dan
ditetapkan setragai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan
Presiden Nomar 12 Tahun 2A2A tentang Penetapan Bencana Non Aiam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Couid-191 sebagai Bencana
Nasional.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

13.

14.



17.

18.

i9.

20.

22.

23.

24.

21.
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Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap
orang yang berada di tempat kerja agar hiclup sehat dan terbebas dari
gangguan kesehatan serta pengruh buruk yang diakibatkan dari
pekerjaan.
Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada
dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus
pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalm 2 lnari setelah kasus
timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
Pasien Kasus Kcnfirmasi adalah orangyang memiliki rir..,ayat kontak erat
dengan kasus konfirmasi Couid-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki
gejala.
Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam {>38"C}
atau riwayat demam atau gejala gangguan sSzstem pernapasan seperti
pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penl,ebab lain
berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 {empat
belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan
atau tinggal di Negaralwilayah yang menularkan transmisi lokal atau
mem i'! i ki'pjr-r,,.a 1, 2 1 kon ta k d en s.a n kasus konfirma si Cor-,id- 1 9.

Pasien Kasus Suspek adalah orang yang mengalami demam (>3S"C) atau
riw'ayat dernam disertai batuk/sesak naiaslsakit
tenggorokanlpileklpneumonia ringan hingga berat dan tidak ada
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada
14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat
perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang meiaporkn transmisi
1oka1 atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Cauid-19.
Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua
nerria'L:rr Leseh4f211 r.ri111s dilakukan karena kesarlrran nrih.a.li sohtngs.q
iiLi rruilu ii!ru;iaLGia J Giab uiiu:rui

keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada
tiidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
?empat Kerja Non Pemerintahan adalah tempat beke4a selain tempat
kerja miiik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan / standar kesehatan yang
ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan
kesehatan masyarakat -vang dilakukan terhdap kasus yang meliputi
Leoiqtan ltarenfirra/isnlesi nerrrentarran ncr.nr.riLq-AA,:^r-r qneqirnen

penyelidikan epidemiologi serta komunikasi resiko dan pemberdalraan
masyarakat.
lsolasi adalah proses mengurangi resiko penularan mela}-ri upalra
memisahkan individu -vang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi
laboratorium atau memiliki gejala Couid-19 dengan mas}.arakat luas.
Pedulilindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan
penyebaran Couid-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat
untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar
penelusuran 1jr.1-a\zat kontak dengan penderita Couid-19 dapat
diiakukan.

25.

26.

27.
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2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 {tiga} Pasal, yakni Pasal 5A,
Pasal 58, dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pernanfaataa Aalikasi Pedulilindunsi

Pasal 5A

Daiam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di
wilayah Barito Selatan, fasilitas publik wajib menggltnakan Apiikasi
Pedulil-indungi.
Tempat publik ,. yq g.,, Ev{iib .. r&emaq4n€ ,.,,Ap1ikasi Pedulilindungi
diantaran)ra :

{1)

tzl

/"I

a. Fasilitas Umurn; ,,

b. Fasilitas Hiburan
c. Pusat Perbelanjaan;'..,.' .,,5
d. Restoran; ': i't';"''' ii"':lil"i'i ":t.lil':' 

r "::ljil]ilil:'iii"lt

e. Tempat Wisata; ''u.ii,i

f. Hotel; :, ;i,,r ti11igl'ti1,''.";
g. Caf€; dan .',.,;; .'ffi ,.'ii.,
h. Fusat Keramaian,&ain&A-, .,...,. -,...-.--

'''-""'"' 
:i:i.i!;:1:::i:lj'j':;rilliiil

Pernanfaatsn nenssunaan noHkasi'-r
dimaksu d pada a5raCffi , be#,l,tgffi tlijll#

Ferlrr'lil.irrrlrrnoi qehacrairnsne
..,,t

a. Pengetatan dan pengawasanir.p{otokol,keq.e(iatan di tempat-tempat
yang berpotensi*rjadi'lkgrymynqn d,+4l,'tempat kegiatan publik
denganmemanfa ;can'.0-iitim$1ffiikasiPedulilindungi;dan

b. Melakukan penega# ipe& naan Aplikasi Pedulilindungi $ecara
konsisten ''-;:';; ::: ' ''

Bagian Kelima

Pelaksaclaas! Peecegatran Dan Penanggulaagan
Corrtd- 7 I Varian Omicorn

Pasal 5B

Satuan Tugas Couid-19 Kabupaten Barito Selatan beserta Perangkat Daerah
terkait melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan
Cauid.-l9 berupa :
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a. Mengintensifkan Pemberiakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PpKMl dengan mengoptimaikan fungsi Satuan Tugas Penanganan
Couid-L9 di masing-masing lingkungan baik pada tingkat kecamatan,
kelurahan, dan desa serta Rukun Tetangga {RT)lRukun Warga (RUr)

dengan menjalankan fungsi-fungsi :

1) pencegahan;
2) penanganan;
3) pembinaan; dan
4) rlrrlzrrncvat-r rrplqlzcarraafl r1A11 r1'rcrqy1 oqt., Cntid-1O,'
Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat Couid-19 untuk
menemukan kasus Couid-l9 dan mencegah penularan lebih cepat dalam
komunitas;
Menerapkan protokoi kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M

{memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga
jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T
(testing tracing, treatmerut) serta mempertimbangkan risiko penularan
Cauid.- 19 varian Omicron;
Memnerkuat kanas.ites rumah sakit nerarr.,atan Couid-19 untuk
mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan
isolasi dan ruang ICU (Intensiue Care Unif) beserta iogistik pendukung
seperti obat dan oksigen;
Daiam rangka deteksi dini, varian Omicron, berkoordinasi bersama
Kementerian Kesehatan guna melengkapi Laboratorium Daerah
dan/atau Fasilitas 1 aboratorium yang ada di Rumah Sakit maupun
Puskesmas dengan fasilitas tes Polgmerase Chain Reaction {PCR)-S Gene

Target Failure (SGfq serta: memastikan sampel probable Omicron
ditaku kan sekuensing genomik.

Bagian Keenam

Ootirralisasi Pelaksanaan Vaksi+asi Couzd- I 9

Pasal 5C

(1) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait dapat melakukan
pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Couid-19.

{2} Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin
Cauid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mengikuti -..aksinasi selama memenuhi kriteria sebagai penerima
vaksin Couid-19.

(3) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait bersama urrsur
Kepolisian dan TNI melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi
Couid-l9 sesuai target yang sudah ditetapkan 5raitu 7A o (tujuh puluh
persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60%

{enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua

.jenis vaksin serta percepatan vaksinasi Couid-19 dosis kedua.

b.

C.

d.

e.
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{4) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait bersama unsur
Kepolisian dan TNi, melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam ) tahun
sampai dengan 1i (sebeias) tahun jika sudah memenuhi capaian 7Oa/a

(tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 6A0/o (enam puluh
persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin
CoronaVac / Sinovac-Bio Farma.

3. Diantara BAB IV disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 68,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi Pedulilindungi
dilakukan oleh Satu44,?r.lgas Penanganan Couid-19 Kabupaten Barito
Selet-an

(2) Pemerintah Daerah, ,rnengevalue$, laksanaan penegakan Aplikasi
Pedulilindungi di KabuSalen Barito Selatan, serta memberikan
rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Penilaian keberhasilan,pelafibanaan p€negal<an Aplikasi Pedulilindungi
meliputi :

a. pelaksanaan penegakarr,Aplikasi duiilindungi;

{u

{)\

{3}

b. jumlah kasus; dan
c. sebaran kasus.

Pasal 6.8

Pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi berkoordinasi dengan
Kecamatan, swasta, akademisi, masyarakat dan media dalam
melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi
Pedulilindungi.
Fernantauan pelaksanaan penegakan Apiikasi Pedulit indungi
sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan melalui kanal
penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten.
Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada
Bupati.
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4. Diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(8A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(11 Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dikenakan sanksi
hanrna'u"vr uiru .

a. Teguran lisan;
b. Denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

atau
c. Kerja sosial.

(2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada a-yat (1 ) huruf c berbentuk
antara lain :

a. Menyapu jalan umum dengan r,r.,aktu paiing sedikit 1 (satu) jam dan
paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggarat
a/qno .{iperbuat.,berulang-ulq.qg dengan menggunakan atributJ arrb

tertentu;
b. menjadi reiawan pada Satuan Tugas Penanganar. Couid-I9 selama 3

(tiga) hari; dan/atau
c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 {satu}

hari dengan atribut tertentu.
t3i Setiap orang yang melanggar ketpntuan protokol kesehatan di sekolah

dan/atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
b. Rekomendasi pencabutan tzin penyeienggaraan pendidikan bagr

sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
c. Rekomendasi hukuman disipiin untuk Kepala Sekolah atau

penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi
pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Setiap orang yang meianggar ketentuan protokol kesehatan di rumah
ibadah dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
h Pemhineen kennda Pensrtrus rumah ibadah.

tsi Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat
kerja dikenakan sanksi berupa :

a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan :

1) Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang
melakukan pengawasan;

2) Rekornendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
3) Penyegeian sementara; atau
4) Rekomendasi pencabutan izin operasional.
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{6} Setiap orangfpelaku usaha yang melanggar ketentuan protokol
kesehatan di tempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas
pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat iain yang dapat
memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksuri
Pasal 5 ayat (1) huruf k, huruf 1, huruf rn, dan huruf n, dikenakan
sanksi berupa :

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
r F)enrlo Arlrninicfrasi nnlino henrzalr qchcsnr Pn 1q nnn nOO - fiirna

Lrelas juta rupiah); atau
d. Rekornendasi pencabutan izin operasional.

{7} Setiap orang/pelaku usaha bidang transportasi yang melanggar
ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana
dimaksud pasar 5 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran tertulis:
b. Denda Administrasi paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- {limajuta

rupiah); atau
c. Rekomendasi pencabutan izin tral,sk.

{B) Setiap orang/pelaku usaha ,yang melanggar ketentuan protokol
kesehatan di kegiatan ekonomi b.erupa toko, pasar modern dan pasar
tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe
dan restoran, dan pedagang kaki liraa/lapak jalanan dikenakan sanksi
administratif berupa :

a. Teguran tertulis;
b. Pencabutan lzin beroperasi;
c. Rekomendasi pencabutan lzin; fla;
d. Denda Administratif seL:esar Rp. 5.000.000,00 (iirna juta rupiahi.

(8A) Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar penggunaan Aplikasi
Peduiilindungi di tempat publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5A
ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Rekomendasi pencabutan izin sementara;
d. Rekomendasi pencabutan izin tetap;
e. Pencabutan sementaraizin beroperasi; atau
f. Pencabutan semen+.era izin beroperasi.

{9i Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1}, ayat (5}, ayat {6},
ayat {7}, dan ayat {B) disetorkan ke Kas Daerah.

{i0) Sanksi sebagaimana diatur da-lam ayat {1) huruf b dan huruf c, ayat l2},
ayat (3) , ayatl4j, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (B) dikecualikan bagi
anak di bawah umur, orang tua lanjut usia dan orang dengan
berkebutuhan khusus (difabel) .

{11} Tata cara dan bentuk Surat Denda Administratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1), ayat (6), ayat (7) dan ayat i8) akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Standar Operasional Prcsedur {SOP).
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan,

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal j1 ie::r;1'::* 2022

SELATAN,

Diundangkan di Buntok ' ',' 
':

Pada tanggal 71 Jrx::'nYi 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3

,r r\---Eil,j0 seu


